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' I i’endahuluan

Preszdan Soeharto dalam pxdato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus
1995 telah mengemukakan tiga pengamatan yang merupakan tantangan berat’
bagi kita semua. Pertama,’ pembangunan nasional ‘akan dlt:t:kbefa an pada'
pembangunan ‘ekonomi, ‘Kedua, sektor_ industri ‘adalah pengge :
perekonomian. Dan ketlga ekspor adalah’ pendorong pertumbuhan mdustn i
Jelas bahwa dari ketiga macam komponen pembangunan ini, ekspor berperan"
utama.

Berdasarkan pengamatan demikian, makalah ini bermaksud mencari
hubungan antara temuan ilmiah dalam bidang hukum dengan pembangunan
ekonomi. Karena pada akhirnya ekspor yang akan menentukan proses
industrialisasi, maka ekspor dan pendanaannya akan dipakai sebagai indikator
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untuk mencari hubungan bersangkutan, Dan hubungan ini baru dapat
diketemukan dpabila kita bisa membuktikan bahwa hukum memang berperan
dalam proses¢pembangunan. ekonomi: - Inilah ‘tantangan berat: bagx para
ilmuwan hukum. terutama yang Juga berprofes1 hukum. .

Untuk menjawab tantangan ini, kita periu meneropono pranata hukum
dalam bentuk dinamikanya, dalam bentuk operasinya atau dalam bentuk /aw-
in-action. Hukum tidak: akanterlalu banyak diteropong dalam bentuk
statisnya, dalam bentuk peraturannya atau dalam bentuk law-in-book.
Meneropong hukum-:gdalam bentuk statis hanya akan memperlihatkan ada

en _nkan profesmy harus menﬂadakan pxhhan menerapkan atau tldak-

nerapkan hukum yang ada. (Iaw—uz~book) Kalau ia telah memilih --untuk_
pkan  hukum . yang . ada,. ia - barus . memilih - lebih I :
) hankan status quo ataukah membanoun masyarakat industri.2 -
: _ebahknya kalau 1a‘sud3h menﬂambxl pzlahan untuk tidak menerapkan

an, ‘maka pmhan itu dlsebut sebagai pilihan dinamis, tetapi apablla
pilihan hakim itu menghasilkan undang—undan maka pilihan itn disebut
sebagai pilihan statis.

Dengan demikian, p:hhan dmamls berhubunvan erat dengan masalah
berperan tidaknya hukum (law-in-actionj, dan pilihan statis berhubungan erat
dengan masalah ada ndaknya hukum Contoh mengenai hasil pilihan statis
adalah_ undang-undang yang merupakan perpaduan. pilihan antara berbagalf
prote51 (termasuk profesi hukum) yang terdapat.di DPR di.satu.pihak:dan.
pilihan. politik di lain pihak. Jadi pilihan politik sebenarnya adalah p;ishan_;
yang dilakukan o]eh badan eksekutif. : _

1. Terminologi ..

| Darl apé_.yang telah dikemukakan di atas, tafﬁp'.ak bahwa bebefapa istilah';-
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" khusus dipergunakan untuk keperluan penuhsan makalah ini, yaitu law-in-
action, law-in-book, aparat hukum yang sinonim dengan badan peradilan,
pilihan profesi, pilihan profesi hukum p111han po mk pmhan dinamis, dan
pilihan statis.

o ‘H}%{._' Tinjﬂa’h Ma’kalah”

, Untuk membentuk masyarakat industri ‘Indonesia dan sesuai acuan
- Panitia Klpnas Vi tetapt denﬂan urutan yang berbeda maka makalah ini
berusaha '

' Pértama, memaparkan hasil temiian ilmiah yang berpotensi untuk
pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi hukum itu di Indonesia.
“Kedua, ‘menganalisa kemungkinan untuk melakukan pendekatan lain
terhadap hukum sebagai alternatif terhadap pendekatan yang klm tengah
berlangsung.

Ketiga, mengidentifikasi kemunokman pembanounan iptek di bidang

hukum dalam sistem Iptek Nasional yanfI terpddu ' F,
' Keempat, mengidentifikasi tata nilai hukum’ indonessa dalam sistem tata
nitai global.

Untuk mencapai tu;uan tersebut tlga area of concern akan menjadi
perhatian khusus makalah ini, yaitu (i) sarana dan prasarana badan peradilan,
(i) protes&onallsme hakim, dan:(iil) keputusan ‘hakim "ataw jurisprudensi,
karena "tiga serangkai” ini akan menentukan keberhasﬂan pembangunan
ekonomi pada PJP 1.

IV. Rencana Penulisan

Dengan berpijak pada pengamatan Presiden 'Séeh_ai‘td, GBHN 1993,
Repelita VI serta acuan Panitia Kipnas, dan untuk mencari hubungan antara
hukum dan pembangunan ekonomi, makalah ini akan disusun sebagai
berikut:

1. Pendahuluan
II. Terminologi
1L Tujuan Makalah
“'IV:"Rencana Penulisan’
V. Pilihan Profest Hukum dan Pilihan Politik
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:B.  Tempat Pilihan. _
VI Hdsll Piijhan Selama PJP A (1968 1993)
A, Hasil Pilihan Stat:s N :
(i) Jumiah Hasil Pilihan Statls
B. Pilihan Dinamis
VIl Hasil Pilihan Yang Diharapkan Selama PIP I (1993-2018)
A. Acuan Materi Hukum Nasional ..
(i) Bersumberkan Pancasila dan UUD 45
- (i) Memperhatikan kemajemukan tatanan . hukum ydnc
_ . berlaku .
' (11;) Mampu menjamm kepastxan ketertlban peneuakkan dan
perlindungan hukum yang bermt]kan keaditan, dan
_ kebenaran = :
5 (w) Mampu mencramankan dan menc}ukun pe_mba_n_gunaﬁ
nasional . - ,
B. Acuan Aparat Hukum
(i) .Aparat Hukum Yang Bersih
(ii) Peran Junsprudeml ’ o
(i), Jurisprudensi dan Hukum Namonal
VIII Temuan limish
_A. Jaminan Hukum Untuk Pendanaan = iy
LR (i) Hasal Pilihan Profesi Hukum. dec Dlharapkan ./
... B.. - Jaminan Hukum Untuk Ekspor. N
. i)  Hasil P;ithan Protesx Hukum Yang Dzharapkan
(i) Tabel Fluktuasi Ekspor 1965-1990 (selama PJP 1)
(1ii) Perbandingan dengan Singapura
(iv) Perbandingan dengan Malaysia
(v) Tabel Fluktuasi-Ekspor 1991-1994 (permulaan PIP 1)
(vi) Perbandmwan dengan Thailand
- - (vii) Perbandingan denﬂdn RRC
. IX Kemmpuian ' :

V. Pilthan Profesi Hukam
dan Pilihan Politik

Sejarah hukum dan politik banyak negara telah me_::hgajéirkan pada kita
bahwa pilihan profesi hukum tidak dapat berdiri sendiri untuk membawa
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:-perbaakamperbalkan dalam masyarakat®. Pilihan profem hukumi perlu seja]an _
ilihan - politik. Berdasarkan kenyataan ini, maka makalah ini
‘mengajak para ilmuwan Indonesia, terutama ilmuwan di bidang hukum dan’
_pohuk-untuk ‘memberikan dimensi baru pada hukum dalam PJP 1I.-
‘Pemberian dimensi baru ini pérlu, pertama, untuk'melembagakan hukum
sebaga; alat saing yang: ampuh dan tangguh dalam membentuk masyarakat _

-mdustn Indones:a di abad ke-21 dan kedua, untuk menyadark&n klta bahwa_ o

Ilmuwan polmk perlu dlsertakan karena dalam negara hukum sepem_ .
Indonesia hukum adalah penjelmaan perpaduan antara kekuatan politik dan
kekuatan berbagai profesi yang ada dalam masyarakat. Berlainan, misalnya,
dalam negara absolut dimana hukum hanya merupakan penjelmaan kemauan
seorang raja. Keadaan serupa ini banyak terdapat di dunia sebelum revolusi
Atnerika Serikat (1776)* dan revolusi Perancis (1789)°. Namun demikian,
makalah ini membatasi dirl pada bagian kecil dari’ kekuatan masyarakat
tersebut yaitu kekuatan masyarakat profesi hukum.

Semasa PJP Il yang kini mulai berlangsung, ahli politik periu
mengadakau ‘pitihan politik (political ‘choice) antara dua kemungkinan:
membiarkan hukum sebagai hiasan belaka atau menggunakan hukum untuk
menjamin pembangunan berkelanjutan (susrainable development).-Dan para
ahli ‘hukum- juga harus-mengadakan pilihan profesi (professional choice)
antara-dua‘kemungkinan: membiarkan hukum sebagai penjamin status quo
atau menggunakan hukum untuk merubah szatus quo dan menuntun Indonesia
ke “arah “pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pilihan-
pilihan semacam itulah yang - akan dijadikan bahan renungan makalah ini.

A. Pilihan Serasi dan Sepadan
© “Pendekatan makalah dengan berpijak pada pilihan profesi hukum yang
dinamis idan ‘pilihan politik schenarnya juga didasarkan atas motivasi
diadakannya Kipnas VI itu sendiri. Panxua Pengdrah Klpnas VI antaranya
mengemukakan bahwa: ~° :
a. Kapnas VI dldddkdn untuk menﬂanttsipas; era globai;sam ddn.

: Bandmgkan Aﬁ}old Tof/nbec:, A ".S"ftfd_v of Histéry (Nc;sv.‘(urk, Pnﬂ.lnr.u.!. House, 1988).

# Lihat Franklia Escher, Jr., 4 Brigf History of the United States (New York, New American Libracy,
1954).

IR BT L R B 3 S TR Y 5 SEPUNY . IR T JE AU .5 T B R I IV B 1o T2 LN W A s 1



390 Hukum dan ,Pembangunan

persaingan .ekonomi. yang tak -terelakkan. -Dalam -kaitannya denganera
globalisasiini, Indoneszate]ah mmtmemprakarsar World Trade Organization
(WTQ E.Asza Pacy‘icEconomzc Cooperation (APEC).dan ASEAN Free. Trade
Assoczanon (AFTA).: Para ahli ekonomi dan ahli politik Indonesia sepaham
memxhh untuk. berpamsxpam dalam .organiSasi-organisasi -fersebut dexm
}ce akmuran bersama dalam era globalisasi sekarang ini, -
~b..Kipnas.yakin bahwa. hanya. bangsa yang menguasai. 1pteklah-f ang
akan mampu . bersaing . di ‘pasaran dunia,® Para.ahli ilmu . -pengetahun
(sczemzsrs) dan ahli politik Jepan mlsainya sepaham pula memilih untuk
menguasai ‘iptek .agar .dapat bersamg di pasaran dunia. Dengan. adanya
persamaan ~persepsi dalam pilihan jtu, Jepang berhasil menguasai- iptek;

misalnya, di bidang -elektronik, sehingga Jepang tidak saja mampu bersamo
te{apl telah menguasai pasaran dunia barang-barang elektronik sk

-¢.:Kipnas juga yakin bahwa persaingan ekonomi pada dasarnya adalah
persamcan Almu. pengetahuan dan teknologi.,” Amerika Serikat sebagai
tombak - ekonomi pasar, misalnya, menghasilkan pilihan bersama diantara
para ahli ekonomi, ahli iptek dan-ahli politik bahwa persaingan ekonomi
padadasarnya adaiah persaingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persaingan
ekonomi antara “gajah-gajah" pembuat micro- chips di Amerika Serikat
sendm pada dasarnya adalah persaingan iflmu pengetahuan dan teknologi.

I\etma contoh - diatas telah menunjukan adanya persamaan- persep51
amdra pllihdn profesi ekonomi dan-iptek disatu pihak dan pilihan politik di
lain pihak, baik di Indonesia, Jepang maupun di Amerika Serikat. Adanya
persamaan. persepsi -ini akan memberikan  jaminan berhasilnya strategi
pembangunan mereka. Dan karena pembangunan ini dilaksanakan berdasar-
kan saluran hukum, maka tugas para ahli hukum menjadi sangat berat di
ketiga negara tersebut, karena mereka semua menganut paham supremacy of
law dalam hidup mereka,

-Pada tingkat-demikian, pilihan profesi hukum dan pilihan profesi poht;k
harus serasi dan sepadan. Apabila profesi hukum Indonesia memilih untuk
membuat hukum itu sebagai pranata yang akan mengantar Indonesia menjadi
masyarakat industri, maka profesi politik juga harus mengadakan pilihan.
yang serasi dan sepadan. Hanya dalam keadaan seperti inilah, hukum akan
berperan dalam pembangunan, Jepang dan Amerika Serikat dalam contoh
tersebut diatas telah berhasil untuk memperankan hukum. Ada keserasian dan
kesepadanan antara profesi hukum Jepang dan AS disatu pihak dan profesi

® Lihat Edaran Kedua Kipnas VI, hal. 2.




dalar

o T T i

. ":ereka di- Iampihak : T e e
bahknya “apabila’ profesn hukum mem:ish untuk memperankan hukum y
pembangunan ekonomi, tetap: profem pohtlk menghendak1 hukum:”_

L sebaga; hiasan belaka, maka pranata hukum akan hanyut hilang tak berbekas o

E __'Indones;a perlu waspada dalam hal ini.

Pemlhhan _ : - 5
asalah_ utarna t1mbul d;mana k}ta membuat pihhan profes; hukur_n}f
litik itu’ serasi’ ‘dan sepadan sehingga pranata hukum tidak a
_:!ang “tak ‘berbekas. Ini tergantung -dari ketatanevaraan tem
dimana pilihan tersebut dilakukan. Ada tiga kemunﬂkman '
Pertama, dalam suatu negara diktator, supremasi berada pada pshhan
polmk Kelompok profesx balk itu profe31 hukum atau profem lainnya, sama

sekali tidak mempunyai kesempatan dan kemungkman untuk mengadakan

pilihan apapun juga. “Duludi Uni Sovyet mzsainya di bldam protesa sastra,
A.L Solzhenitzyn, sastrawan dan pemenang hadiah Nobei (1970) tidak dapat
melakukan pihhan profesmya karena pxhhan protesmya harus tunduk pada
plixhan polmk ‘

“Kedua, dalam negara ‘demokrasi parlementer yang banyak d:anutjﬁd:_
negara-negara Amerika Utara dan Eropa, pilihan profesi dan pilihan politik
sama-sama dapat dxper}uangkan berdasarkau pemung,utan suara {vormg) d1'
pariemen hm«wa Suatu perpaciuan antara kedua macam psilhan tercapai,.
walaupun mungkm txdak serasi dan sepadan Da!am 51stem vong m;
minoritas harus tunduk pacia mayorltas ‘

Ketiga, dalam negara Demokrasi Pancasila’ sepem ¥ndonesm plllhan
profesx dan plhhan politik dapd[ sama-sama dlmusyawamhi an’ d: MPR dan
DPR hmgga suatu perpéduan antara kedua ‘macam pil;han tern.apdi Kdrend
perpdduan ini {1dak dlCdpal berdabarkan pemunﬂutan suard, tetapi merupakan
hasil musyawarah maka perpaduan semacam ini sudah’ mendekat1 keserasian
dan kesepadanan ‘yang ideal. Pemungutan suara hanya untuk memperkuat
kesepakatan yanﬂ telah tercapax o - :

V1. Hasil Pilihan Selama PJP [(1968-1993)

Selama dua puluh lima tahun terakhir in'i,__baayak'pili_ha_n sepadan_dan

B o ge 4 ewrrigr  wmt oam e 3y . N P
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serasi yang tercapai antara berbagal profeSI di satu pihak (vang ¢ dxwak:h oleh

A. Hasil Pilihan Statis ' "

‘Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis.Besar, Haluan
Negara.merupakan satu, contoh tentang perpaduan antara, plhhan Dberbagai
dan pihhan pohtlk d1 tmokat MPR Daiam 1lmu ketatanegaraan

sermo kali menjadx kabur. Oranﬂ awam mengatakan peraturannya mengarah
ke kanan, .teiapi pelaksanaannya mengarah ke kiri .

o T:ga serangkal peraturan di bidang. mtel!ectual pmpemz nghts sepern
dtkemnkakan dzatas -penting da!am rangka penguasaan tekno!ogx sebagai
kekuatan samg yang menjamm take-oﬁ’ FPerlu, d:galang iklim. yang

: npa.
transfer bf 'technology ndak akan tercapm e i
Karena petugas utama dalam bidang penerapan hukum adaiah aparat
hukum atau badan peradilan, maka badan inilah yang harus menjaga agar
peraturan dan pelaksanaannya menjurus kearah yang sama. .

% Selama PIP 1 juga telak dihesilkan:
a. UU No, 2/1986 tentang Peradilan Umum
b. UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Ussha Negae
¢. UU No. /1939 tentang Peradilan Agama.
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: (z) Jumlah ‘Hasil Pilihan Statis
-+Selama PIJP 1 ternyata telah dihasilkan sebanyak 239 Undang- undang

_sebagal ‘hasii perpaduan “pilihan profesi -di berbagai bidang dan pilihan
politik, dan tidak kurang dari 2873 pilihan politik dalam bentuk Peraturan
" ‘Pemerinfah ‘dan Keputusan Presiden ‘telah dikeluarkan. Rincian Undang-
‘undang ‘dan peraturan pelaksanaannya ad&lah sepertl dlgambarkan tabel

.berikut ini,

- Jumlah Peraturan Tertulis Selama PJP I (1968-1993)"

"'.Bentuk Peraturan /S “eie | Satuan _
..Un‘:iarwundanfT 7YAA A e N\ 2% buah
_"_'Peraturan Pemenntah oo oo 1060.buah
“Keputusan Pres:den_: AL RN L) 1561 buah.
Instruksi Presiden - 77, 252 buah .
:Jumlah'* KA - 3112 buah

Sepanjang menoenal Undang~undang, sungguh suatu prestam luar biasa
yang dlperhhatkan oleh, badan leglslatif yang sering kali dituduh lamban
kerjanya, karena ini berarti hamplr 10 undang- -undang yang dihasilkan tlap
tahun’ atau satu undanc—undang tiap 22 hari kerja (=30 harl - 4 hari
Minggu - 4 hari Sabtu. Belum lagi. dlkurangi hari libur). Hasil yang
daperllhatkan ini jelas berbeda dengan kesan yang diperoleh masyarakat
selama ini melalul media massa. Sebelum ada data ini, digambarkan seolah-
olah DPR tidak menghasilkan sesuatu.

Apabila 239 buah Undang- undano it dlterlma sebagai pencerminan
pengaturan pihak legislatif dan sisa peraturan (1060 + 1561 +252 = 2873)
sebagai percerminan pihak eksekutif, maka jelas bahwa perbandingannya
Iebih kurang 1:12.°Ini belum termasuk’ segudang peraturan Menteri dan
Direktur Jenderal. Kalau dihitung semua peraturan dari pejabat eksekutif;
mun0k1n perbandingan itu akan dengan mudah mencapai 1:100. Belum
diteliti perbandingan metrik yang tepat untuk mencerminkan keseimbangan
antara kekuatan rakyat yang mewakili berbagai profesi di satu pihak dan
kekuatan pemerintah yang mewakili profesi politik di p:hak lain.

Mungkin perbandingan yang ideal adalah 1: 1, artinya rakyat dan
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pemerintah bersama-sama memiith bidang X, dan pemerintah. hanya
‘meleksanakannya. Praktisnya mungkin rakyat bersama -sama memilik bidang
dan. __pemerm{dh metaksanakannya dengan peraturan Ay Xy dan X,
_Apapun erhand;ngannya baik dalam pemerintahan Demokrasi Neo ibe-
ralisme maupun dalam pemerintahan Demokrasi Pancasila, perbandmgan
ity hams mencerminkan kekuatan dan kekuasaan yang berimbang. antara
badan leg;sla{;f dan badan eksekutif. :

B Hasal ‘Pilihan Dinamis -

Keputusan Mahkamah Agung (MA) atau Jurasprudenm yang bemnentam—
kan-ke:pembangunan-ekonomi jelas merupakan hasil pilihan dinamis sebaﬂa;-
mana dijelaskan dalamBab Pendahuluan diatas. Disayangkan bahwa: waktu
belurn mengizinkan untuk meneliti jumlah hasil pilikan profesi hukum seperta
beium dlketahul jumlah has:i pilihan profesi hukum yancr st"i

Namun dem:klan apabiia dttmjau dari segi kualitas beberapa keputusan
terdapat indikast bahwa pilihan profesi hukum yang dijumpai selama PIp-1
belum dapat dikategorikan sebagai pilihan dinamis. Dua contoh jurisprdensi
akan dlkemukakan Satu mengenai jaminan hukum untuk kreditur, dan satu

mengenai_jaminan, hukum untuk pembeli barang Indonesia di Iuar neger:

Untuk mencegah penguiancan (repemzon) pembahasan maka kedua cont
jurxsprudensx ini dan peran badan peradilan serta peran Junspurdensz akan
dasapkdn pada Bab Vil dan Bab ViII berikut i ini. :

V1L Hasil Pilihan Yang Diharapkan
Selama _PJP 11 (1993-2018)

) GBHN 1993 ternyata telah membuat terobosan penting daiam b:danﬂ
hukum Hukum yang selama ini ditempatkan di "belakang" dalam rencana-
encana pembanuunan kini diberi kesempatan untuk berpe_ran leblh__.ba;k:

" B’mdmgkan ceramah Menteri NcﬂaralSLLn.tam Negara Drs. Moerdiono lentang Neo-liberalisme
pada Seminar Akbar Hukum yang diseleng arakan oleh Depantemen Kehakiman pada langonl 18 Juli 1995
di ‘Hotel Sahid Jaya, Jakana.

** Bandingkandengan Ketetapan MPR R1 No. I/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
yang ndak mempunyai "Hukum” pada Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang., Ekonomi feiap
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""_:'_:Hukum dltempatkan sejajar dengan sasaran pembangunan lain.

~ Sasaran bidang pembangunan tidak -saja terbatas pada.enam bidang, -

- _yaltu a9 bldang ekonoml @) bidang kese)ahteraan rakyat ‘pendidikan dan -

'.. 3negara” penerangan (vi) bidang pertahanan keamanan kornumkam dan media

- A Acuan.Maten Hukum Nasional

Wawasan GBHN 1993 ini merupakan peﬂcermman temnggl adanya -

peﬁ‘paduan '_ntara pll;han po!mk dan pthhan profem hukum dafam keadaan

Imuwan hukum :
. Hasil yang d:harapkan oleh GBHN 1993 dan Repehta Vi adaiah dapat'
terbentuknya sistemn hukum nasional yang mantap dan berfungsi. Sebenarrya
"mantap” mencerminkan keadaan statis dan’ “fungsi” mencerminkan dina-
mika hukum ‘Hukum- yang mantap saja tanpa hlsa berfungs; hanya merupa-"
kan ‘hiasan belaka, =~ -* "7 - E
Hukum nasional jelas menuju ke materi- hukum 8 Imlah bidang yang
tidak -akan banyak disinggung dalam makalah ini-kecuali beberapa 'materi

hukum yang diperlukan untuk menjetaskan berfungsinya hukum nasional

dalam ° kaitannya dengan pembangunan ‘yang berkesmambunoan dan ddldm'
kaltannya dengan acuan yang harus dipegang.

“Pembentukan mater: hukum nasional pada PIP 11 tidak dapat menyalahl_
rambu: rambu tertentu. Tidak diperkenankan, misalnya, membentuk hukum’
nasional yang ‘berasaskan-Adam Smith'® semata ataw Karl Marx." Hukum'
nas:orml :tu haru‘; bermuatan unsur- unsur’“ benkut Pl

! " Pada R;pulua V, "Hukum"® hanya m...mpakanba&mndan Lr.lompok Polutik, Aparnlur P‘.m‘.nntah .
HuLum Penerangan Dan Madia Massa, Hubungan Luar Negeri®.

* Proyek Economic Law and hinproved Procurement System (ELIPS) lebih banyak memnpersiapkan
materi hukum. Proyek ini dikoordinie olch Kantor Memteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, dan dibiayat oleh A.LD. dalam bentuk grant.

* Lihat Robart L. Heilbroner, The Warldly Phitosaphers, (New Yark, Simon and Schuster, 1980),
hal. 40.

" Idem., hal, 133,

1&:jng iimu pengetahuan dan teknologx (v} bidang politik, aparatur

-Imassa, tetapi juga meliputi (vu) bxdanﬂ hukum Sungguh suatu tantanoan-_:'_r_
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(s) bersumberkan Pancasila.dan UUD 1945 .. TSI
(i) memperhankan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku o
-(iil) . mampu ..-menjamin . kepastian, . ketertiban, - penegakkan;: . dan
.-..» . perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran
i (w) mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasaonai

{1) Bersumberkan Pancaszla dan UUD 1945 _ e
Sebagal idealisme dan peraturan positif tertin gei, sudah selayaknya
apaba!a semua pranata hukum harus berpancar darl Pancasila dan UUD 45,

(u) Memperhartkan kemajemukan ratanan hulmm yang berlaku :

- Beratus-ratus. ke!ompok masyarakat telah berabad-abad lamanya hidup
darn Sabang sampai Merauke. Mereka semua hidup dibawah tatanan hukum-
nya:masing-masing. Apapun nilai pembangunan yang telah disepakati, tetapl
nilai ini tidak dapat secara diametris bertentangan dengan nilai yang sudah
lama mengatur hidup mereka. Nilai-nilai pembangunan tersebut tidak dapat
dipaksakan secara sepihak untuk diterapkan kepada suatu kelompok tertentu..
Harus terdapat perpaduan antara ajaran-Savigny'®, Van Volienhoven®, Ter
Haar disatu pihak dan Jhering®, dan Roscoe Pound® dipihak lain. .
(iii} Mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakkan, dan per]mdungau

hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran

Unsur-unsur ini jelas saling kait mengkait.. Dipenuhi unsur yang satu
tergantuno dari-pada unsur yang. lain seperti-akan tampak dalam uraian
singkat dibawah ini. Dasar kesemuanya ini.adalah “imparriality of law” atau
hukum yang tidak memihak. Supaya adil, hukum tidak boleh berpihak... .

~~-Apabila . ada . seorang pengusaha menipu, padanya harus diterapkan
ketentuan:hukum yang berlaku. Aparat: hukum harus bertindak dan tidak
dapat tinggal diam semata-mata karena pengusaha itu mempunyai kekuatan
politik, sosial, militer atau ekonomi. Hanya dengan menerapkan peraturan
yang berlaku tanpa "pandang bulu”, dirasakan adanya keadilan. Dengan cara
ini pula, orangpun menyadari bahwa selalu ada kebenaran. Kebenaran tidak
digantungkan pada kekuatan keuangan atau kekuatan lain. Karena hukum
tidak digantungkan pada sesuatu kekuatan tertentu, maka orangpun, selan-

* Mengenai Savigny, supra note No. 35,
w0 Men'gcnﬁi.\’ol!enhﬂven, supra nole No. 36.

* Mengenai Jhering, supra note No. 37.



_]utnya -"-akan 'memperoleh kepastian apa yang dianggap salah atau txdak
ket karenanya akan dihormati, Hukum tidak dilecehkan. Dengan derm—
' kian “hukum ‘akan pula dapat ditegakkan. Hanya hukum yang mi andung
unsur-unsur seperta tersebut dapat memberlkan per mdungan pada masya-

) (f v) _ Mampu mengamankan dan mendukung pembangunan naszonal .
“Disini tercermin perbedaan yang tegas antara law-in-book dan law-m-_ '
action. Semua law-in-book bermaksud mengamankan dan mendukung pem-

bangunan nasional. Klranya tidak ada produk hukum sebagai hasil perpaduan - -

pilihan profesi dan pilihan politik yang tidak berpacu untuk mengamankan :
dan” mendukung pembangunan nasaonal Yancr sering menghambat pemba—
ngiinan-adalah law—uz-actzon Untuk menjamln bahwa produk hukum yang
dihasilkan tidak menjadi statis, Repehta telah mencanangkan pula agar.
pembentukan produk hukum harus ‘sampai pada tingkat peiaksanaannya Ini
untuk menjaga ‘agar keiancaran dan keianvsunﬂan berperannya hukum '
terjamm? :

B Acuan Aparat Hukum : _
“Karena wadah’ utama law-in-getion adalah aparat hukum atau badan_
perad:lan Repélita VI telah memberikan terobosan terobosan baru di bidang
peradilan sebagai aparat hukum. Dalam hma tdhun mendatang telah
d:canangkan hal-hal sebagai berikut: .
i, 'meningkatkan pembinaan perad:ian
i, memngkatan penerapan dan peneﬂakan hukum
lii. memantapkan kelembagaan aparatur hukum yang,
©a. mengayomi masyarakat, _
b ~mendukung pembangunan nasional,
~'c. yang cepat, tepat-dan murah dan,
iv.'-f-‘menmﬁkatkan kemampuan profesmnal aparat (badan peradxlan)

(i) Apan:zr Hukum Yang Bersih :
" Peningkatan-peningkatan aparat hukum yang dicanangkan Repelita VI_
jelas mencerminkan kesungguhan pemerintah untuk membuat produk aparat’
hukum, yaitu jurisprudensi, sebagai pranata yang mengembangkan hukum
nasional dan bukan yang merusaknya.
Agar MA dapat menghasilkan pilihan dinamis atau jurisprudensi yang
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berorientasikan diri pada pembangunan ekonomi, maka ada tiga sarana. «dan
perseps; yang d:periukan Pertama, perlu dlmlhkl aparat hukum yang bersm
kedua, perlu disadari efektivitas junsprudenm dan-ketiga, perlu dster'ma
bahw_:. junspmdensx adalah hukum nasional. . .. .

Repehta VI dengan tegas mencanangkan perlu adanya dpdrdt hukum
yang bersih™ untuk pembangunan ekonomi. Banyak cara untuk memenuhj
harapan.Repeiita V1. Salah satu adalah memperbaiki pendapatan nyata: (take
home pay) 1 para. haklm Di. Smgapura yang dikenal sehagai negara ‘yang
mempunyai aparat hukum yang bersih, gaji seorang hakim pengadilan negeri
‘adalah US _$_3400 (t]ga ribu empat ratus US. doliar) tiap bulan, dan Ketua
MA nya adaieih sebes,ar Uss 17.665 (tu_}u belas ribu enam ratus enam pquh

lndonesm mas:h bdum blsa menandmﬂz Di Indonesm gaji seoranﬂ‘ hak:m
Jumor adalah Rp 300.000 arau us $ 140 tiap bulan, dan Ketua MA- -nya
Rp. 1.000.000 . Di Cambodia, g gaji. seorang, y hakim memang hanya US $.20
(dua puiuh US doliar) tiap bulan tetapi ia mendapat tunjangan US $. 400
(empat ratus US dollar) atau 16 x gajinya tiap bulan.® g

Aparat hukum serta sarana dan prasarana yang memadai rupanya meru-
pakan syarat untuk dapat menerapkan hukum nasional. Orang sering berkata
bahwa adalah lebih baik untuk memiliki satu hukum nasional yang 100%
daterapkan oleh badan peradilan dari pada memiliki 100 hukum nasmnal
tetapi hanya 1% yang diterapkan, _ _

 Masyarakat yang tidak sadar dan taat hukum dapat "dldtdlk" oleh aparat
hukum yang baik untuk menjadi sadar.dan taat pada hukum. Sebaliknya,
betapapun tinggi kesadaran dan ketaatan mdsyarakat akan hukum, lambat
laun ini akan juntur jika aparat hukumnya rapuh.

Usaha untuk menyadarkan masyarakat, memano telah dl!akukan selama
tiga tahun (1985/86 - 1988/89), yaitu kegiatan Hakim Masuk Desa (HMD)
telah dilaksanakan di 2.678 desa dengan 200 tempat sidang tetap. Rakyat
dapat melihat dari dekat operasinya hukum, Kemudian program ini diganti
dengan kegiatan Keluarga Sadar Hukum. Pada permulaan PIP 11, telah di
bentuk 9.801 kelompok yang melibatkan satu juta orang. Juga kesadaran
hukum masyarakat ditempuh dengan memberikan bantuan hukum pada rak-
yat yang kurang mampu. Tercatat pada permulaan PJP I, pemberian bantuan,

u I.,ihat Repelita ke VI, hal. 456.

» Lihat, Ch. Himawan, Bogor pact diciates need for clean government, Jakaria Post, 11 Nopember
1994, Lihat pula pernystaan Geh Cok Tong tentang pemerintahan yang bersib. Kompas, 13 Agusius
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_ hﬁkum ' ebanyak 7 610 perkara dan konsulta51 hukum sebanyak 55 460
“kasus X :
g Mungkln yanty dapat menyadarkan masyarakat bahwa hukum nasxonal--'_
. yang, ada benar-benar. dlterapkan adalah keputusan—keputusan yang dihasilkan
_oleh haklm-hakxm yang masuk ‘desa itu. Inilah’yang dirasakan oleh rakyat_
 bahwa hukum: memang ada.- Badan pengadllan ltu sendm selama PJ P1 telahz
_--dlbentuk 'banyak_ G o o RSEE
‘a,7295 Pengadilan Negeri.
_b'. 26 Pengadilan Tinggi LS
: "Pengad:lan Kellhng untuk kota-kota kecﬂ 20

Dan jumlah badan peradﬂan ini, tampak bahwa kuantltas aparat hukum
secara fisik-rupanya sudah memadai.”Kini tinggal profesionalisme hakim
yang tercermin dari keputusan-keputusan yang diberikan atau 3unsprudensx -l
Sebagai manifestasi pilihan profesa hukum Jurlsprudensx dapat menvembang-:
kan atau merusak hukum nasmnal : -

(u) Peran Jurzsprudenﬂ 2

“ Pentingnya badan “peradilan ‘yang dapat memerankan hukum tampak
lebah ‘tegas ‘dari hasil yang diharapkan dalam PIP 1l. Pertama, sepanjang
mengenai materi hukum, diharapkan dapat dikaji dan diganti lebih kurang
400:buah Undang-undang-warisan kolonial: Kita telah saksikan pada bagian
permulaan makalahi ‘ini:bahwa selama 25 tahun:terakhir, Indonesia hanya:
dapat'menghasilkan 235 buah Undang-undang. Karenanya, ‘mungkin dibutuh-
kan waktu 50 tahun atau 2 X PJP untuk mengganti 400 Undang-undang ko-
lonial itu.”: Disini -badan peradilan dengan jurisprudensi yang berorien-
tasikan -kearah pembanﬂunan pasu dapat mengatasi kekosonvan Undang--
undang: : '
Kedua perkembanaan duma berubah cepat sebagaimana telah dlamati

"% Kojaksaan sebogai aparal hukum juga it serta dalam usaha pemerintah untuk menyadarkan’
masyarakat akan hukum. Di bidang hukum pidana, selama PJP I, misalnya kegiatan Jaksa Masuk Desa.
(IMD) telah dilaksanakan di 36.098 desa dan Jaksa Masuk Laut (JML) di 7 propinsi. Lihat Repelita VI,
hal. 459.

! Di bidang pidana, telah dibeniuk;
#. 27 Kejaksaan Tinggi
h 297 Kejaksaan Ne"un
. 143 Cabang Kejaksaan Negeni. Lihat Repelita VI, hal. 461,
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dengan baik oleh Repelita VI sendiri.” Menunggu undang-undang. ‘tidak
akan dapat memperoleh keuntungan dari perubahan yang cepat terjadx itus

‘Sebaliknya badan peradilan dengan keputusan- keputusannya dapat dengan

cepat bertindak untuk mengambil keuntungan yang timbul. - T
. Ketiga, akibat- -pembangunan dalam PIP1; kesadaran masyarakat tmg-
sehingga . tiap -keputusan -badan. -peradilan -selalu menjadi -perhatian.

P

_ masyarakat Masya;'akat sudah mulai menuntut agar hukum dapat berperan

lebih baikl: : ;
Para ‘ilmuwan hukum sendiri masih terpecah persepsmya mengenalf

_peran jurisprudensi. Pertama, terdapat.kelompokiyang bersikukuh bahwa.

Indonesia tidak mengikuti ajaran precedent. Karenanya hakim rendahan dapat
semena-mena memberikan keputusan yang 1800 berbeda dengan keputusan
badan peradilan yang. lebih tinggi. Kelompok. ini menutup mata terhadap
perkembangan .dan .temuan ilmiah. di bidang hukum di dunia. Ini semua
merugikan Indonesia dalam perdagangan.internasional, karena mitra dagang
Indonesia di kawasan Pasifik, seperti Amerika: Serlkat Jepang, Singapura
dan Malaysia semua melihat jurisprudensi Indonesia sebauaa mercu suar
(hghthouse) mengenai peran hukum. : i
- Dichotomy mutlak antara tradisi ¢ivil daw dan.common law sudah lu ntur
Plhak civil law sudah lama menyadari pentingnya jurisprudensi untuk menga-:
rahkan pembangunan dan karenanya mengembangkan hukum nasional, Di
lain pihak,.penganut common law juga telah lama menyadari bahwa kepu-
tusan-keputusan hakim yangbercerai berai perlu- dijadikan semacam him-
punan;:maka muncullah hlmpunan«hlmpunan seperti Umform Commerczal ;
Code. Amerika Serikat. _ : e
“Syukur di Indonesia berkembano pula aliran yang melihat _]ur;sprudensz‘
sebagai manifestasi para ilmuwan hukum untuk mengembangkan hukum se-:
hagai alat pembangunan ekonomi dan bukan sebagal alat untuk memperta--
hankan"sratus quo semata-mata. Kelompok ini sekurang-kurangnya melihat
Jurisprudensi sebagai "materi mentah" untuk penyusunan hukum nasional.
Dengan demikian, berhas;! atau tidaknya hukum yang telah disepakati untuk-
diterapkan dan mengantar Indonesia ke masyarakat industri tergantung darl
tersedianya aparat hukum yang bersih, :

(i) Jurisprudensi dan Hukum Nasional
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa hukum dalam gerak dinamiknya

* 1dem.
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- .se!ama PJP I masih sangat memprihatinkan. Jurisprudensi masih dlanggap_:]

~sebagai sumber hukum.belaka.’ Jurisprudensi disejajarkan dengan hukum
. keblasaan Seharusnya jurisprudensi ditempatkan sebagai pencerminan utama -
“~mengenai Operasinya: hukum:nasional, bahkan: untuk:suatu waktu tertentu

~jurisprudensi harus diterimassebagai hukum nasional. Dan hukum kebiasaan

) dapat dlsejajarkan sebagai materi hukum nasional apabila kita bersikeras

o bahwa hukum nasional harus tertulis.

‘Namun demikian, haruslah diakui bahwa pada akhirnya 3unspruden31
' '-pada suatu saat tertentu (upon a given moment) juga dapat merupakan materi
. 'hukum: nasmnai Jadi apabxia d:aambarkan secara graﬁk maka akan tampak_ _
' gambar sebagai berikut:, : -
C4 7 “Hukum. Nasnonal SRR '
- w62 Jurisprudensi-menjadi materi hukum nasional
o o | umprudensx menjadl hukum nas:cmal
2z 4u: Hukam:Nasional e VA  Sobgie
“i:3: Jurisprudensi menjadx materi hukum nauonai sebaﬂaz bahan mentah
= wuntuk - dimusyawarahkan antara berhagai kelopmok profesx dan
= vprofesipolitik s a0 .
-.-2:-.--E:Jurlsprudensx menjad: hukum nasmndl sebaffaa hasﬂ plllhan profesz
“ooswhukume s g s z
2 1o Hukum Nasmnal sebagai perpaduan antara plllhan berbaﬂal protesn
' dan pllahan polmk WASBADA | i fern il o

dean pemdllan semula (A) mendasarkdn kepu{usannya atas hukum
nasional (1) yang.ada. Setelah keputusan menjadi jurisprudensi (2), maka
hakim selanjutnya (B) akan mendasarkan keputusannya atas hukum nasional
(1)dan-jurisprudensi (2). Jadipada tingkat kedua ini, ada dua sumber hukum
nasional;syaitu hukum: namondl xtu sendm dan Jurlsprudens; yang baru. ber—.:
kembang . P “ E -
Setelah beriangsung suatu waktu tertentu, DPR dan pemermtah dapatE
menﬂadakan revisi atas hukum nasional (1), maka jurisprudensi yang telah
menjadi hukum nasional (2) akan menjadi materi hukum nasional belaka (3)
agar .pilihan profesi dan plhhan poimk dapat meneiurkan hukum uaszonai:
yang baru (4). - - =

Demikian proses yang seyogianya terjadi di bldanor hukum antara hukum
nasional dan jurisprudensi. Hukum nasional hanya merupakan lembaga hu-
kum dalam keadaan statis. Hanya jurisprudensi yang dapat memperlihatkan
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peran; hukum «di masyarakat; - ERER I ok
_'Peran “jurisprudensizakan: tampak ]ebah pentmg apabﬂa dlperhat:kan
vahwa gerak pembangunan selalu lebih cepat dari:pada pembeniukan hukum
nasional. Karenanya badan peradilan ‘akan dapat lebih.cepat pula. penyele-
_' saian: be u'ran~benturan amard nerak pembanvunan dan hukum naslonal*-'= :

VIII ’I‘emuan Ilmlah

_ Sebagalmana kata saksxkan ch atas GBHN 1993 teiah mengadakan break._
through dengan menempatkan bidang hukum sebagai salah satn komponen
pembangunan yang mandiri. Repelita VI, sebagai pelaksanaan GBHN 1993,
juga mengadakan dua break through. Pertama-, «di canangkan untuk memper-
baiki badan peradilan dalam segala aspeknya. Kedua, diakui adanya "per-
kembangan hukum baru sebagai dampak kemajuan ekonomi”.* Sungguh
suatu-canangan yang mengeémbirakan bagi kita semua yang mencintai hukum.
¢ Dalam hubunganini, orang teringat akan kata Voltaire bahwa "Kita
sepatutnya mencinati hukum. Kita sepatutnya mengabdi padanya, dan memi-
kul:seluruh beban yang ‘ditimpahkan olehnya".* Pengamatan Voltaire ini
tentunya penting bagi kita yang secara statis sudah mengakui bahwa Indo-
nesia-adalah negara hukum.* Ini berarti bahwa hukum adalah pranata ter-
tinggi yang mengatur dan memajukan kualitas hidup kita. '
Untuk dapat lebih memahami pengamatan Repelita VI tentang "hukum
baru®; perlu ditengok sejenak masuknya pendidikan hukum-di Indonesia.
~Ketika Fakultas Hukum pertama didirikan oleh pemerintahan kolonial
Belanda pada tahun 1928, salah satu tujuannya adalah untuk mendidik tena-:
ga-tenaga Indonesia di bidang hukum agar dapat membantu pemerintahan ko--
lonial-Belanda. untuk mengatur rakyat Indonesia. Tidak ada maksud untuk
menggunakan hukum sebagai pranata atau lembaga untuk memajukan rakyat:
Indonesia. Tema yang selalu dxdencunﬂ—denﬂunﬂkan adalah rust en orde atau
nyaman:dan tertib. : -
- Pemerintahan kolonial Belanda kawatir bahwa menﬂgunakan hukum un-
tuk memajukan rakyat akan menimbulkan gejolak. Masyarakat modern sejak
revolusi Amerika Serikat dan Perancis telah mengajar pada kita bahwa kema-

# Lihat Repelita VI, ha). 483,
® Lihat D.C. Peattie, Lives of Destiny (N.Y., The American Library), 1954, hal, 31.



. -bndangihukum dan para. profesx i b:dang poliuk

.Témua}z lfzmz'"&h- SR | | _4__93 :

i daiam batas rambu rambu hukum yang telah dlplllh oleh para profes1 d1

ekahgus juga dapat d:pergunakan untuk mernbeukan rambu~ _
' '.gejoiak yang mnngkm timbul sebaoan akibat: kemajuan ekonomi .

“dari ki -uatan yang beroperasz secara dlam~diam dari dalam {Zaw isa proa’ucr
' of mrernal sllently-operatmg Jforces). Hukum bukan pranata yang datentukan
~secara arbitrary dan sadar oleh pembuat undang-undang. -
: Melalui van Vollenhoven® dan: Ter ‘Haar, Savigny d;perkenalkan ch
Indomesia,Hukum adat juga turut berkembang: ‘Sementara itu; murid von
Savigny sendiri, Rudolf von Jhering™ telah melihat kemungkinan dipergu-
nakannya hukum untuk mengarahkan pembangunan masyarakat. Dari daratan
Eropa, ajaran-ajaran ini dlambal oleh Dekan Harvard Law School Roscoe
Pound® di Amerika Serikat. 7
\\E "“‘_Pound menunjukkan bahwa hukum dapat dapergunakan sebagal pranata
untuk: mengadakan perubahan sosial atau:social engineering. Hukum dapat
dipergunakanuntuk memenuhi kebutuhan manusia sebanyak mungkin:(maxi-
mun:of satisfaction of wants). Hukum perlu memperhitungkan kepentingan
ekonomi ‘masyarakat:atau social:economic interest. Jadi-jauh sebelum para
ahli-ekonomi berbicara tentang re-engineering corporation, para ahli hukum
sudah:memikirkannya. Melalui:pendiri Fakultas Hukum Universitas Indo-
nesia, Prof.:Djokosutono, temuan ilmiah’ Pound' diperkenalkan di Indonesia
sejak pertengahan 1950-an.:Selama hampir lima:puluh tahun, orang hanya
belajar- saja‘tentang ‘temuan -ilmiah Pound, tetapi tidak pernah-‘menerap-

» I_lhat.:Ch‘ Hamawan, T?te Fo:elgn Inv:.s‘auem Pmcess in !na’onesm {Smnapore, Gununo Agung,
1980). ha! 53

l“lc:le.n’: hal 4"

B Llhﬂl Rudo[f von Ihcnnn fhe Sn-uég:’efof Law, (Chicago, Callnghaﬁ & Comp., 1915}, p. xix.
Lokast:Harvard University L;brary

* Lihat Roscoe Pound, The Need of a Sociological Jurisprudence, dalam The Sociology. of Law, ed.
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kannya:Sementara itu, di ‘Fakultas Hukum Umversnas Chacago ajaran
Pound telah'dipertajam lagi oleh Posner.” - i S
Unda_ng-undang sebagai ‘hasil pilihan profe31 dan’ pzhhan pohtzk_.
dilihat akibat-ekonominya, apalagi kalau sebab dibentuknya undang—undang
jtu adaiahi’pernmbangan ekonomi. Keptusan~keputusan hakim sebagai. h_as:i
pilihan: profesi-hukum juga perlu melihat akibat ekonominya, terutam
-jblIa:kasus yang dihadapi itu berkaitan ‘dengan pembangunan ekonomi.
* -4 Pengamatan: "hukum baru® oleh Repelita VI harus dilihat ‘dala
bungan temuan ilmiah tersebut diatas: Hukum: dalam PIP-IT tidak lagi sema:
ta-mata dilihat sebagai perumusan tata_bahasa belaka:akan ‘suatu’ masa]ah _
tetapai- sebagal ‘suatu pranata yang mempunyai sebab dan akibat ekonomi:

Duailustrasi akan diberikan berikut ini agar sasaran pemerintah yanghendak
memerankan-hukum dalam pembentukan masyarakat industri-dapat tercapai.
Pertama, suatu ilustrasi-tentang jaminan hukum bagi kreditur luar negeri;
dan kedua, satu ilustrasi.tentang jaminan pembeli barang Indonesia di luar
negeri. Kombinasi antara pendanaan-dan kegiatan: ekspor merupakan dua hai
terpentmg untuk mencapal target PJP H : : |

Al Jamsnan hukum untuk pendanaan - A

Kreditur Juar negeri dipakai sebagai ilustrasi, karena dana di Iuar negen
banyak beredar dankita masih banyak membutuhkan dana untuk investasi di
berbagai bidang, terutama dalam rangka ekonomi pasar dimana swasta diberi
peran yang lebih besar untuk membangun ‘masyarakat-industri.Indonesia;Se-
perti.telah dijelaskan oleh Presiden Soeharto® bahwa kita perlu menghim-
pun:dana-sebesar Rp.: 815 trzhun untuk mencapal pertumbuhan ekonom: se—
besar 7:1%. =

- Dari jumlah Rp. 815 tnhun ini, Rp 6217, 55 trillun atau 77% dlharapkan
dan swasta; dan Rp. 187,45 triliun atau 23% dari pemerintah. Dengan‘kata
lain:pihak swasta harus melakukan investasi sebesar Rp. 125,51 triliun atau
+:US 860 miliar tiap tahun selama lima tahun mendatang. Hingga tahun
1994, ekspor kita baru mencapai lebih kurang US $ 40 miliar. Kalaupun se-
luruh hasil ekspor ini dlpakal untuk investasi, kita masih memerlukan dana
dari luar ekspor, yaitu dari pinjaman atau dan investasi Jangsung baik PMA
maupun PMDN. Karena praktis tidak ada PMA atau PMDN yang tidak me-
lakukan pinjaman uang, maka makalah ini telah memilih ilustrasi dalam
bidang pinjaman uang, khususnya pinjaman uvang yang berasal dari luar

%L jhal Richard A Posner, Economic Analvsis of Law, (Boston, Little, Brown & Cormm.. 1086).
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".-_negem atau d1 kalangan biSﬂlS lebih dzkenal dengan sebutan ojf shore loan .

asii pii an prof&;l hukum yang dlharapkan : ; iy
'_"lzhan -profesi; hukum ~yang :diwakili-oleh Mahkamah Agung--
._i-selama PJ P I mencerminkan’ belum; adanya ] jaminan-hukum bagl permhk dana
‘atau kreditur-dalam transaksi- pinjam-meminjam’ uang; & :
:yahg dahadam ‘memperlihatkan bahwa :seorang kredltur yang__'_'
_menenma surat pengakuan hutang sebesar hampir US $ 2.000:000 dari seo-"
Tang debitur: tidaklah memperoleh jaminan hukum bahwa surat’pengakuan:
.-:hutang itu. dapat dilaksanakan: sebagalmana seharusnya walaupun dibuat..
:sesuax hukum statis yang berlaku. L ; :
:Dokumen hukum yang dipilih oleh kredxtur dan debitur adalah apa yang
dxkenai diantara para ahli-hukum sebagai *Grosse Akte":* Hal ini berarti
bahwa dokumen hukum ini dapat langsung dilaksanakan, “dieksekusi®; kata
‘paraadpokat; tanpa memperkenankan pihak debitur untuk mem’persoalk‘annya
lebih:1anjut. Ketika debiturlalai untuk melaksanakan kewajiban membayar
kepada kreditur, maka kreditur telah mengajukan permohonan eksekusi atas
surat hutang yang-telah dibuat oleh debitur. Pengadilan Negeri Jakarta Utara
pada tanggal 7 Oktober 1980 menerapkan pasal 1338 Kitab Undang-un-
dang Hukum Perdata Barat (Burgerlijk:Wetboek atau B.W.)* yang mene-
tapkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang mengikat kedua
orang itu. Keputusan'ini tidak memperlihatkan-pendekatan eékonomi. Peng-
adilan nggl membenarkan s:kap PN, tetap; MA menyatakan keputusan PT
salah. .
* MA menu njukkan bahwa peraturan tertuhs yang harus dlpergunakan bu~
kanlah peraturan umum seperti Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata semata, melainkan peraturan khusus, yaitu pasal 224 Reglemen Indo-
nesia Yang Dibarui (atau H.LL.R.).* Ketentuan khusus.ini menyamakan ke-
kuatan surat hutang ini dengan-suatu keputusan badan peradilan yang telah -
menpunyai kekuatan tetap.: Dengan kata lain, surat hutang itu dapat segera

v Kastisrlm membakaﬁ cﬁpli!faﬁ dari pidato pcngukﬁhan peneﬁmaanjnbnlén Guru Besar oleh Charles
Himawan pada umg gal 24 =April 1994~ di. hadapan Senat Guru -Besar-Ul di Kampus Ul, Salemba 4,
Jakam: . .

@ LthalW A. Engelbrechl Kitab-Kitab Undang Undang Urtdang Undang dan Peraturan-Peraturan
serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (Leiden, Sijtholf, 1560), him. 1765 dan 1836.

* Lihat Varia Peradilan (Jakana, tahun tidak terbaca), him. 90. .
. ¥ Lihat W.A. Engelbrecht, op. cit., hlm. 574. ‘



406 Hukum dan Pembangunan

dilaksanakan apabila debirur-lalai untak-memenuhi kewajibannya. - ;
MA berpendirian bahwa keputusan yang diberikan oleh kedua badan
‘peradilan rendahan adalah salah; karena-tidak mempertimbangkan besarny_a
‘uang-pinjamanyang menjadi sengketa. MA mengadakan pendekatan ekono-
‘mizkeuangan:dan telah pula mulai mencgunakan metode kuantitatif dengan
mempemmbanckan besar. kecxlnya Jjumlah pinjaman..Ini sebenarnya sudah
‘baik, "tetapi-MA ‘menganggap bahwa pasal 224 H:1.R: tidak dapat. diperou-
nakan; karena "jumlah’ hutang adalah-sangat besar”;: ‘Suatu: kemajuan:lagi,
karéna MA -elah; keluar dars peraturan posxt:f semata. ‘MA: berpa!mg pada
sejarah-ekonomi, e ey
Pasal 224 H. I R dmndangkan pada tahun 1848 dan datulukan untuk
‘masyarakat Indonesia yang kekuatan ekonominya dianggap lemah pada waktu
itu-Dari padanya tidak mungkm diharapkan adanya satu p;njaman sebesar
hamplr dua;juta dollar AS: * iy
“Kesimpulan MA: pasti’ lain apaba!a yang d:jadikan pemmbanoan bukan
sejarah ekonomi ‘semata,: tetapi pertumbuhan ekonomi di ‘hari mendatang:
Surat hutang -yang:dapat-segera dilaksanakan tanpa perlu gugat-menggugat
akan merupakan. “alat pembayaran yang- ampuh untuk menghampun dana
terutama dana dari luar negeri. :
+MA-karenanya perlu menerapkan temuan IEm:ah ‘baru” daiam kepu—
tusannya untuk PJP 1. MA perlu meémperhitungkan akibat ekonomi dari ke-
putusan:yang diberikan.-Keputusan-keputusannya:periu-memberikan gairah
bagi:pemilik:dana luar megeri untuk meminjamkannya kepada pengusahaIn-
donesia, dan tidak "menakutkan” mereka. Dengan dana yang cukup, mves~
tasi sebesar Rp 627 55. tnhun akan lebxh terjamm :

B Jamman hukum untuk ekspor - =

~Seperti - telah -dikemukakan dlpermulaan makalah ini bahwa ekspor
: adaiah_ pendorong industri. Karena inilah, maka kegiatan ekspor Indonesia
akan-dipakai-sebagai- ilustrasi:kedua unmk'menunjukkan- perlu adanya
kewaspadaan dalam PJP II mengenai peran hukum.

MA sebagai wakil pilihan profesi hukum yang-dapat cepat bertindak
perlu menerapkan. temuan ilmiah "baru” agar pembeli barang Indonesia di
luar negeri merasa aman bahwa ia akan selalu dapat menyandarkan diri pada
hukum yang berorientasikan kearah pembangunan Se ama PJ P 1 txdak ada
tanda adanya sikap demikian.

(i) Hasil pilihan profesi hukum yang diharapkan

Cllham AAA ecoball too: caboacmat sermlet] ciemdam® Eoolotons drmabtonem? 2



' :banyak d;pakal sebagai medium untuk menyelesaikan sengketa. yang. tunbui '
di - perdagangan internasional kurang mendapat dukungan - dari " MA,
“Melaksanakan: eputusan arbitrase seringkali menjumpai kegagalan di Indo- .
~nesia. Hal ini disebabkan karena MA tidak menerapkan temuan-ilmiah baru
Cdi b;dang'_ wkum. MA kurang mehhat ‘bahwa keputusannya-yang menolak
3 _:pelaksanaa ' keputusan arbitrase dapat membemkan akibat:ekonomi yang ne-
= Jpun secara jurldls semata-dan secara perumusan bahasa belaka' '
j keputusan'demzk:an dapat dibenarkan. : 3
. ‘Makalah. ini -melihat: bahwa: karena tldak adanya penerapan temuan .
. ;lm:ah pada keputusan 1tu, maka. kegiatan ekspor Indonesia .di tahun-tahun
mendatang mungkin: akan menghambat strategi pemhdngunan ekonoml yang_ _'
sudah dicanangkan. SEE Y
4 ;Harus diakui bahwa kenankan ekspor Indones;a selama PJP L (1965-»
1990y sungguh luar:biasa. apabila.kita menutup 'mata ‘atas kegiatan ekpor
negara-negara:tentangga atau negara mitra dagang kita. Berikut adalah tabel
tentang fluktuasi kegiatan ekspor Indones:a dibandang dengan beberapa
negara Pasmk T S SR ;

(ii) Tabel 1) luktuasx Ekspur Permde 1965 19904‘s
. !ndonesm dan Beberapa Negara o
(Selama PJP 1D :
(N_llal dalam miliar US $) .-

ool i il cases | aszo | oaers ] aeso. . | Caess 1990 .

Te| Megara i " "
cronie ol mii b | Nieid e o] Niwid] %o Ninidos | mieidos | Niei | 2

" indonesia {07 s ity hsas Jane loos | a5 16 {ass [ss

Asingupurm 10,0 ] - {es. 467 |53 1253 fro3 lass |228 |13 [s26 [131
Malaysin < [ 1.2 ° 168 as  fi3s |1z e |15a |19t {204 a1

| Thailand . |:0.6 dogb17 o122 l21al6s i lies d7i | (230224
Filipina | 0.6 fio ls7 122 1057 |ise fae el e

o Brunei Doy 0,092 3: =) 1.0 2o f 9871 4.5, - [.350 - § 2.9} =36 :1.2.1 =27
Vieam | o . SRR e | :

C{Taiwan | 14 |250 |53 279 Jus7 2m2 |30 |ss lero {ue

| Hongkong 4~ 1 2571570 g 10 {1977 228 | 300 53| s2lr o ems |

| Koreas. - Jo.r 08 700 |50 Isas{i7s |20 |302 |73 |ews fus |

cfrre faso ] ofes e e lasefiso fisr o f27s. |52 |60 fazr

ol AS T 26.6 42,6 |60 24 108.4 1155 12255 107 Jaes]s |3ria |70
Jepang | 8.4 193 | 130 | ssé {ebo |1504 [13e | 177.0(36 {2867 |62 -

... "8 Linat Hondbook of International Trade and Development Statistics 1991, tetbitan PBB (New York,
Tiottod Mattrmma  [0B09% bobma ™ Jer o e drads e e e gomesmlale A efomicosnl takienm talaim 1007 O0A
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(m) Perbandingan dengan Singapura’ : S SRR

* Dari tabel diatas tampak -bahwa di bandmg dengan Smcapura seiama 15
tahun 'yaitudari tahun<1965 hingga 1980, sepanjang mengenai nilai: ekspor
Indcmesm selalu memlmpm Mungkin hal inj disebabkan karena Indonesia
masih ‘merupakan negarabaru yang ‘masuk-pasaran dunia, dan banyak barang
' yang dihasilkan: tidak ‘dapat- diperoieh di-negara lain:* Apakah hukum: ber-
peran-atau tidak, resﬁco besar-tanpa 3amman hukum tetap d:amba!nya karena
tldak ada p:hhan lain. =

- Pada tahun 1985, 1ampu.merah sudah dusyaratkan Ekspor Indonesxa
_ _tun_u;_f Dal_‘_am pada-itu;:-ekspor Singapura tetap naik. Bahkan ekspor Singa-
pura pada tahun:1990-menjadi 2X eksporIndonesia. Dengan asumsi bahwa
semua faktor ekonomi-sama, orang sudah mulai memperhitungkan tentang
jaminan hukum yang lebih baik. Rupanya; pembeli barang Indonesia di lnar
negeri ‘menganggap jaminan hukum di Singapura adalzh lebih baik. Dalam
prosentase, perkembangan ekspor Smoapura Juga terus memngkat i

(w) Perbandmgan dengan Malays:a SR

Dengan Malaysia, keadaan Indonesia masih tetap lebih ba;k hmgga
tahun 1985 ketika ekspor Indonesia menoaiaml kemunduran. Namun pada
tahun 1990, ekspor Malaysia sudah melampaui Indonesia. Sekali lagi, apa-
bila semua faktor ekonomi-dianggap sama;, maka jelas peran hukum mulal
d:perhitunokan oleh pembeli barang Indonesxa

.-Kedua bandingan tersebut diatas hanya untuk membenkan contoh aﬁar
kata waspada terhadap kegiatan ekspor kita. Kecuali Brunei Darussalam dan
Vietnam, negara lain juga dapat dipakai sebaoar kaca untuk mencerminkan
pe:formance ekspor kita, Brunei Darussalam tidak dapat dipakai sebagai ban-
dingan, karena negara ini“sudah serba cukup, 'sehingga tidak perlu:kerja
keras, sekallpun dalam bidang hukum, untuk menaikkan ekspornya. Vietnam
sendiri baru memasuki pasar duma sehingga belum tampak kegiatan ekspor-
nya. Namun demikian, keadaan sumber alam banyak serupa Indonesia, se-
hmgga kita j juga perlu memperhitungkan kédudukan mereka sebagai negara
yang akan merebut pasar kita dalam PJP II. Yang jelas tampak sebagai
saingan adalah Thailand, sesama anggota ASEAN,” dan RRC* _seperti
tampak dalam tabel berikut mengenai fluktuasi ekspor pada empat ‘tahun

41 Lihat John Wong, ASEAN Economies in Perspective, {London, The MacMillan Press, 1979).

i Lthal Jcan Chesneaux és, ‘China from the 1911 Revolulmn to Liberation, (New York, Pantheon

L PR o
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1991 | 1992 1993 | 1994

ANegara T : - " -
Nzlax .-_%-s ?\Ialaz -r;-%_-:-;- lea: ;-':%}'- Nilail %

Indonesia  |20.4 |15 339" 15 [37.07 19 o1 |8
|'Singapura  |58.8° |12 {634 |8 [71.4 13965 |35
Malaysia.. | 34:7:]18 |43:5.:]25+ [45.9 ] 6581127
Thailand . |30.4. {32.133.2 19 1380 [14 |43.5 [14.fI |
Filipina_ . [8.9. 116 ]10.0 {12, {11.5 |15 ]14.6 |30
C|BrunciD. f19 {10 {26 137 {26 "lo f26 [0 |
“Vietnam |- f 257 1 (3.0 120739 j30°

Taiwan 79.3 |18 |86.6 |9 850 -2 (887 )4
Hongkong {104.2 127 | 1280123 |137.0 {7 | 160 |17
Korea 8. 740 |14 |79.0. |7 {838 |6 (98818

JRRC {719 |16 |88.8 |24 [100.0 [13 [135 |35

GPASL T 1430.1 116 1448014 - 14650 13.8]503 748
depang - 1320.6112.:4354.0 10 :}368.0 14 1403 {10

(vn) Perbandmgan dengan Tha:land : e
‘Dengan Singapura dan Malaysia, Indonesia sudah tertm ai jauh, baik
dalam prosentase kenaikan ekspor dari tahun ke tahun, maupun dalam jumlah
miax Dengan Thailand sendiri, hmgga tahun 1993 kita masih bersamg ketat,
neck and neck, kata orang. . :
Waiaupun dari tahun 1965. hmoga tahun 1990 kita terus memimpin ba:k-
dalam jumlah nilai maupun dalam kenaikan prosentase. Tetapi pada tahun
1994, kita sudah tertinggal sebaﬂalmana tampak dalam tabel tersebut diatas.

(vu) Perband:ngan dengan RRC .
Semenjak RRC memasuki era ekonomi pasar pada permu aan 1980 -an,
maka RRC seperti halnya dengan Vietnam, juga harus diperhitungkan seba-

. . .
AL ety nt moarad brrarore broalrmsrmnm nfame ramer Rommo e oot rnm T oaem srgn pa ol o ?
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kian, kita perlu memperkaya daya saing kita di bidang hukum. = -
Seperti kita telah lihat tahun 1985 merupakan pertanda buruk bag1
- kegiatan ekspor kita, dan justru pada tahun 1985 ini ekspor RRC (US §$27.3
- miliar) telah meiampau: Indonsia (US $ 18.5 miliar),- walaupun lima tahun
sebelumnya (1980}, ekspor kita:(US $ 21.9) masih.diatas RRC (US $ 18.0).
Sejak ‘tahun 1985 itu, ekspor RRC- sepem tampak pada tabel diatas:terus’
- meningkat: pesat baik dalan rosentase maupun’dalam jumlah nilai. Pada-
-tahun 1994 _ekspor RRC telah mencapai Uss 135 mzhar sedangkan Indo~_'
nesia masih di sekitar US, miliar,. '
Perbandmgan-perbandmgan yang dﬂakukan dzazas bukan bermaksud
untuk menunjukkan suatd "doomsday” bagi Indonesia di bidang ekspor, te-
tapi justru untuk menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk menindak-
lanjuti terobosan—terobosan yang dilakukap oleh GBHN 1993 dan Repelita
V1. Hal ini ‘disebabkan karena mitra-mitra dagang’ ‘kita baik di kawasan
Pasifik maupun di- kawasan Eropa adalah negara-negara yang secara statis
dan dinamis telah memperankan hukum dalam hidup mereka. Untuk menet-
ralisir keunggulan mereka di- bldang hukum k:ta Juga perlu. memperankan
hukum dalam hzdup k:ta .

IX, Kesimpulan

Jurispurdensi atau /aw-in-gcrion dalam kaitannya dengan pendanaan
(financingj dan eksporselama PIP I telah mencerminkan keadaan yang mem-
bahayakan Ini dapat diatasi: dengan menerapkan temuan ilmiah. Namun,
makalah ini menyadari bahwa masih banyak pertanyaan yang belum terja-
wab, misalnya, kurun waktu yang dibutuhkan untuk menjamm pemerataan
ekonom: berdasarkan pemerataan penerapan hukum. L

" Amerika: Serikat, ‘misalnya, membutuhkan + ‘8x PIP untuk mencapal
pemérataan seperti- sekarang terhitung sejak Declaration of Independence
(1776).* Negara-negara Eropa (Barat) + ‘16x PIP terhitung sejak penje<
lajahan pelaut-pelaut Spanyol dan Portugis di abad ke 16. Dan Singapura dan’
Malaysia ‘mencapai tingkat kualitas Hidup seperti ‘sekaranig setelah menoé’
habiskan“t 2 PIP sejak pernyataan kemerdekaan mereka. '

“Namun demikian, Indonesia § tetap dapat mencapai pemerataan demikian
apabila dalam PJP II mendatang sudah terdapat tanda bahwa pilihan profesi
hukum dan pilihan politik serasi dan sepadan; dan didalam pilihan ini di-
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-terapkan temuan ilmiah yang mengajar bahwa hukum per}u dxanalxsa dalam .
kaatannya dengan pembarigunan ekonomi. :
Diharapkan dengan makalah ini lujuan utama K:pnas teiah tercapan

- karena: .

-+ Pertama, para iimuwan hukum kmz sudah dapat menggunakan {emuan
ilmiah-baru. Mereka sudah dapat keluar dari cengkeraman pendekatan tata
_bahas 'te_rhadap hukum; dan dapat mulai berpayuncr dlbawah--i-pendekatan
_.ekonorn te'rhadap hukum.” i :
 Kedua, para llmuwan hukum teiah sadar bahwa pendekatan tata bahasa'f

. semata-mata ‘terhadap. hukum merupakan suatu kecendemngan yang persuent;_i_._. -

dan suatti penghambat besar dalam pembangunan ekonomi. _

Ketwa, pendekatan ekonomi terhadap hukum merupakan temuan 11mzah:
yang berpotenm untuk pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi hukum
it sendiri ‘di “Indonesia.® Bidang keilmuan hukum kini karenanya sudah
dapai menyesuatkan dm dengan bidang iimu’ 1atnnya agar dalam sistem: Iptek.
Nasional yanc terpadu bidang kellmuan hukum juga, dapat ikut berparti:
s:pasz g .

Keempat Indonesaa telah dapat memiliki tata midz khusus yang univ
dalam “segi hukum,® yaitu supremasi hukum atau supremacy of law. Im-;-'
universal, karena dianutoleh seluruh negara “industri. Proyeksi bentuk
masyarakat industri Indonesia tidak akan tercapat apabila Indonesia tidak
menganut nilai universal ini.

Empai Perkara yang s«;eca!nya adalah besar, yaitu:
api, permusuhan penyaiat dan kemeiaratan
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v pmsAHASAN msm. 23 UUD @945

Harun A! Rasyad

Latzdasan iconstztuszonal keuangarz negam se-.
Jak berlakunya kembali UUD 1945 tanggal 5
| Juli 1959 sampai- saat ini adalah Bab: ViI,

g pasa! 23 UUD 1945. Dalam hal keuangan e=
garay Pemerintah-mengemban. langgung jawab.
yang besar atas penggunaan uang dalam Ang-
‘garan Pendapatan Belanja Negara yang relah

:disetujui- Dewan Perwakilan Rokyat. Dari pe-
nafsiran pasal 23 UUD 1945 dapat disimpulkan
boahwa pembuat UUD 1945 tidak memberikan
kemungkinan penyusunan anggaran untuk ma-
sa lebih dari satu tahun. Uraian ini berusaha

-memberikan penafsiran terhadap pasal- 23

tersebut di aras. g

I. Pengantar

Karena untuk memerintah negara diperlukan uang, maka dapat di-
mengerti mengapa pada umumnya di dalam setiap undang-undang dasar ada
bagian yang mengatur soal keuangan, yang materinya mungkin berlainan
antara undang-undang dasar yang satu dengan yang lain.

Dalam Undang-Undang Dasar Belanda, misalnya, terdapat Bab Sem-
bilan yang berjudul "Van de Financien” (Tentang Keuangan) yang mengatur
soal-soal pajak, mata uang, hutang negara, dan "Algemene Rekenkamer”
(Badan Pemeriksa Keuangan), sedang soal anggaran "diatur dalam Bab Tiga
("Van;: de Staten-Generaal”), Bagian Enam yang berjudul "Van de beg-
roiing . Dalam "Indische Staatsregeling" (UUD. Hindia Belanda), terdapat
Bab Empat yang judulnya ialah "Van de begroting en van geldleening” (Ten-
tang anggaran dan tentang pinjaman uang) sedang mengenai "Algemene Re-
kenkamer” diatur dalam bab yang terpisah (Bab Lima).

Dalam UUD 1945 terdapat Bab VIII yang judulnya ialah "Hal Keuang-

n®, dalam UUD 1949 terdapat Bab IV ("Pemerintahan") Bagian 1V yang
Judulnya ialah "Keuanean", sedangkan dalam UUD 1950 terdapat Bah 111



